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P U T U S A N 

Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Cag 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Mahkamah  Syar'iyah  Calang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim  telah menjatuhkan 

putusan perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, NIK 1114014107840151, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir 

Xxx, 01 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah 

Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bukit 

Kembar, Gampong Xxx, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh 

Jaya, sebagai Penggugat; 

Melawan 

Tergugat,  NIK  1114014107840151,  umur  53  tahun,  tempat  dan  tanggal  lahir 

Lhoksukon, 01 November 1969, agama Islam, pekerjaan Belah 

Kayu,  pendidikan  SLTP,  tempat  kediaman  di  Gampong  Xxx, 

Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai Tergugat; 

Mahkamah Syar’iyah tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tanggal  16  Agustus  2023 

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Mahkamah  Syar'iyah  Calang  dengan  Nomor  90/Pdt.G/2023/MS.Cag,  tanggal 

24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:   

1. Bahwa Penggugat telah  menikah  secara sah dengan Tergugat pada bulan 

januari 1999 di Gampong  Xxx, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya 

yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah xxx   dengan Wali Nikah : 

xxx (Ayah kandung Penggugat) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu : 1. xxx 
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dan 2. xxx serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar 

berupa : Mas 8 (delapan) Mayam telah dibayar tunai; 

2. Bahwa, sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat 

berstatus Jejaka; 

3.  Bahwa,  setelah  akad  nikah  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup  membina 

rumah  tangga  dengan  bertempat  kediaman  di  Gampong  Xxx  Kecamatan 

Teunom, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang; 

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang 

masing-masing bernama : 

4.1. anak Perempuan, umur 23 tahun; 

4.2. anak, perempuan, umur 21 tahun; 

4.3. anak, perempuan, umur 17 tahun;   

Ketiga anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat di banda aceh;   

 5.   Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah 

bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);   

6. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat pada instansi 

yang berwenang. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar perkawinan antara 

Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya 

sebagai  bukti  keabsahan  perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat 

untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan 

Tergugat;   

7.    Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit 

didamaikan  sejak  tahun  2017  karena  Tergugat  bekerja  jauh  dibanda  aceh 

dan jarang pulang ke Penggugat;   

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

semakin tajam dan memuncak terjadi pada 17 Ramdhan 2022 karena 

Penggugat  semakin  jenuh  dan  Tergugat  pergi  kebanda  aceh  dan  tidak 

pernah kembali;   

9.    Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya  sejak 

tanggal 13 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah Cerai (Khuluk) 

kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama; 
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10. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban 

suami  isteri  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya  karena  sejak  saat  itu 

Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  suami  terhadap 

Penggugat; 

11. Bahwa Penggugat sudah bulat tekak untuk berpisah dengan Tergugat; 

12. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  di  atas,  maka  Penggugat  merasa 

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi 

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun 

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; 

 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Calang  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

Primer : 

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat 

(Penggugat) yang dilaksanakan pada bulan Januari 1999 di Gampong Xxx, 

Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Aceh Jaya); 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

 Subsider  :-  Apabila  Mejelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  putusan  yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono);   

  Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 

menurut relaas Nomor 90/Pdt.G/2023/MS.Cag yang dibacakan di dalam sidang, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 

halangan yang sah; 
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Bahwa  majelis  hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat 

dengan beberapa perbaikan dan penjelasan sebagai berikut: 

- Bahwa  dalam  posita  poin  1  (satu)  sebelumnya  Kabupaten  Aceh  Jaya 

menjadi Kabupaten Aceh Barat; 

- Bahwa  yang  sebelumnya  menjadi  saksi  nikah  bernama  xxx  diperbaiki 

menjadi bernama xxx; 

Sedangkan untuk posita dan petitum dalam gugatan yang lainnya 

dibenarkan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Indonesia  atas  nama  Habibah,  NIK 

1114014107840151, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan 

ternyata  sesuai  serta  bermeterai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi  paraf 

dan tanggal serta diberi tanda P.1. 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama xxx, NIK 

1114014107840151, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan 

ternyata  sesuai  serta  bermeterai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi  paraf 

dan tanggal serta diberi tanda P.2. 

3. Fotokopi  Kartu  Keluarga  Nomor  1114012804081647,  atas  nama  xxx, 

alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta 

bermeterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi 

tanda P.3. 

B.    Saksi: 

1.    xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal 

di Dusun Singgah Mata, Gampong Xxx, Kecamatan Teunom, 
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Kabupaten  Aceh  Jaya,  dibawah  sumpahnya  memberikan  keterangan 

sebagai berikut: 

-    Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat    dan  saksi  sebagai 

adik kandung dari Penggugat;       

  Bahwa, saksi mengetahui dan hadir saat pernikahan Penggugat dan 

Tergugat  menikah  pada  tahun  1999  di  Gampong  Xxx,  Kecamatan 

Teunom,  Kabupaten  Aceh  Jaya,  namun  pada  saat  itu  saksi  masih 

kecil;  

  Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat 

dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam; 

  Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus 

perawan, dan Tergugat berstatus jejaka; 

  Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada 

hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat 

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan 

dengan pihak lain; 

  Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat 

pernah tinggal di Darussalam kota banda Aceh selama 3 bulan, lalu 

setelah  itu  Penggugat  pulang  ke  Gampong  Xxx  dan  di  susul  oleh 

Tergugat 2 bulan kemudian; 

  Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai 3 orang anak; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan 

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 

Tergugat pindah bekerja di Panglong kayu sejak saat itulah rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;   

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Penggugat dan  Tergugat disebabkan 

karena masalah ekonomi; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  selama  di  Gampong  Xxx  Penggugat 

dan Tergugat bertengkar, yang menjadi masalahnya adalah masalah 

ekonomi; 
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-    Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah 

pisah  rumah  lebih  kurang  4  tahun  lebih  sampai  dengan  sekarang 

dan sudah tidak bersatu lagi;   

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  pulang  dan  tinggal  di  Gampong  Xxx 

kemudian disusul oleh suaminya 2 bulan kemudian;   

- Bahwa,  pihak  keluarga  dan  aparatur  Gampong,  Tuha  Peut  sdan 

Keuchik telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan 

tetapi tidak berhasil;   

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada 

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;   

2.    xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal 

di Dusun Geulumpang dua, Gampong xxx, Kecamatan Teunom, 

Kabupaten  Aceh  Jaya,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan 

sebagai berikut: 

-    Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat    dan  saksi  sebagai 

Paman Penggugat;    

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada 

bulan Januari 1999 di Gampong Xxx, Kecamatan Teunom, 

Kabupaten Aceh Jaya;  

  Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan 

Tergugat; 

  Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat 

dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam; 

  Bahwa yang menjadi  munakihnya adalah bernama Tgk, Jamin dan 

wali  nikahnya  adalah  bernama  Arafa  bin  Abu  Leh  (ayah  kandung 

Penggugat)  dan  dihadiri  oleh  saksi-saksi  antara  lain  bernama  Tgk. 

Hasyem  dan  Keuchik  Rusdi  dengan  Mas  kawinnya  8  (delapan) 

mayam dibayar tunai serta ada ijab dan qobul; 

  Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus 

perawan, dan Tergugat berstatus jejaka; 
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  Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada 

hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat 

pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan 

dengan pihak lain; 

  Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat 

tinggal bersama di Gampong Xxx, Kecamatan Teunom, Kabupaten 

Aceh Jaya; 

  Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai 2 orang anak; 

- Bahwa,  sepengetahuan  saksi  keadaan  rumah  tangga  Penggugat 

dan  Tergugat  saat  ini  sudah  tidak  harmonis  lagi,  karena  antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;   

- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab berpisahnya 

Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui antara Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun 

lamanya; 

-    Bahwa,  saksi  tidak  mengetahui  adanya  upaya  damai  dari  keluarga 

maupun pihak aparatur Gampong;   

- Bahwa,  saksi  tidak  mampu  merukunkan  kembali  Penggugat  dan 

Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak mungkin lagi dipertahankan;   

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Penggugat;   

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 
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Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan  patut,  tidak  datang  menghadap  di  muka  sidang  dan  pula  tidak  ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut 

sesuai  ketentuan  Pasal  26  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 

1975,  akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan 

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  39  Undang-undang  Nomor  1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  pada  setiap  kali  persidangan  telah  berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa 

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, 

oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;   

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka  sesuai 

Pasal  4  angka  (2)  huruf  b  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia 

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  gugatan  Penggugat  adalah 

mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan 

dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara 

Islam pada bulan Januari 1999 di Gampong Xxx, Kecamatan Teunom 

Kabupaten  Aceh  Jaya,  namun  perkawinannya  tersebut  tidak  tercatat  pada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan 

Tergugat  tersebut  melangsungkan  pernikahan  karena  pada  saat  itu  dalam 

suasana konflik; 

Menimbang, bahwa oleh karena  perkara ini merupakan kumulasi itsbat 

nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang 
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perceraian  tersebut,  terlebih  dahulu  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  bukti 

permohonan  itsbat  nikah  untuk  mengetahui  adanya  hubungan  hukum  antara 

Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk 

mempertimbangkan  dalil-dalil  gugatan  cerai  yang  diajukan  oleh  Penggugat 

dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 s.d P.3 

dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai 

cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht); 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa 

Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Mahkamah 

Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan 

Pasal  73  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan 

Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 

2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009, 

Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan 

akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, 

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat 

sebagai suami isteri, dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, telah 

dikaruniai  3  orang  anak,  sehingga  sejalan  dengan  ketentuan  Pasal  175  R.Bg 

bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil,  serta  mempunyai 

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende 

bewijskracht); 

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonan  itsbat 

nikah  di  depan  sidang,  Penggugat  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi, 

yang  para  saksi  tersebut  telah  menyatakan  kesediaannya  sebagai  saksi  dan 

bukanlah  orang  yang  dilarang  menurut  hukum  untuk  didengar  sebagai  saksi, 
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serta  para  saksi  tersebut  di  bawah  sumpah  telah  memberikan  keterangan 

secara  terpisah  dan  sendiri-sendiri  sebagaimana  ketentuan  Pasal  Pasal  172 

RBg; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  para  saksi  mengenai  dalil  dan  alasan 

permohonan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar 

sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus 

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah 

memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 RBg, 

sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;   

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama 

lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil 

permohonan  Itsbat  Nikah  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  para  saksi 

tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal Pasal 308 dan Pasal 309 

RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan 

pembuktian bebas (vrij bewijs kracht); 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut  patut 

dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut : 

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  sah  secara  Islam  pada  bulan 

bulan  Januari  1999  di  Gampong  Xxx,  Kecamatan  Teunom,  Kabupaten 

Aceh Barat; 

2. Bahwa yang menjadi munakih adalah bernama xxx dan wali nikah 

Penggugat adalah bernama xxx (ayah kandung Penggugat); 

3. Bahwa  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  disaksikan  oleh  xxx  dan 

xxx  dengan  mahar  pernikahan  Penggugat  berupa  mas  8  mayam  dibayar 

tunai serta ada ijab dan qobul; 

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  ada  halangan  untuk  menikah,  baik 

karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan; 

5. Bahwa  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut  tidak  tercatat 

sehingga tidak memiliki Buku Nikah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim 

berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah  memenuhi 

syarat-syarat menurut agama Islam dan tidak ada halangan untuk 
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melangsungkan  perkawinan  (vide  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum 

Islam),  dengan  demikian  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  dinyatakan 

sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi 

Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

tentang gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri 

itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat;    

Menimbang,  bahwa  2  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau  orang 

dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam  dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat  dan  Tergugat  serta  mengenai  keadaan  rumah  tangga  Penggugat 

dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar  langsung  dan 

relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu 

keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah 

diatur  dalam  Pasal 308  RBg  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  saksi  Penggugat  bersesuaian  dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan 

harmonis,  namun  semenjak  Tergugat  pindah  tempat  kerja  di  Panglong 
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Kayu  sejak  saat  itulah  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  menjadi 

tidak harmonis lagi; 

2. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran disebabkan masalah ekonomi; 

3. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara  Penggugat 

dan  Tergugat  sudah  pisah  lebih  kurang  5  tahun  hingga  sekarang  dan 

selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana 

layaknya suami istri; 

4. Bahwa,  baik  Majelis  Hakim  dalam  persidangan,  maupun  pihak  keluarga 

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan 

Tergugat  dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  sebanyak  3 

kali untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas 

dapat  disimpulkan  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus 

menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  sudah  tidak  ada  harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;   

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi 

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi 

untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah 

tangga  yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan 

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam  yang  terkandung  dalam  Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang 

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut; 
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya 

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan 

suami istri antara mereka berdua”; 

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  juga  memenuhi  salah 

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan;   

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang 

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum 

dari  talak  satu  ba’in  sughra  adalah  antara  suami  dan  istri  tidak  dapat  hidup 

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru; 

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai 

Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra 

nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf 

(c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) 

Undang-Undang  Perkawinan yang berbunyi “Pengadilan  dapat  mewajibkan 

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”, hal mana dikecualikan bagi 

istri yang nusyuz; 

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang 

dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus 

mempertimbangkan  apakah  dapat  dibuktikan  Penggugat  termasuk  ke  dalam 

istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 

Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dan 

berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena masalah ekonomi dan pada 

saat  itu  Penggugat  pergi  pulang  ke  Gampong  Xxx  dan  selanjutnya  disususul 

oleh Tergugat 2 bulan kemudian; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  diatas,  dapat 

dikategorikan  Penggugat  pergi  meninggalkan  rumah  tanpa  seizin  suami  dan 

indikasi tersebut dapat dilihat dari Tergugat yang kembali menyusul Penggugat 

2  bulan  kemudian,  sedangkan  idealnya  ketika  Penggugat  pergi  kembali  ke 

kampung halamannya di Teunom seharusnya tidak perlu disusul oleh Tergugat, 

Penggugat sudah tahu kewajibannya sebagai istri, kembali ketempat kediaman 

bersama di Darussalam, namun karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

tidak harmonis lagi  maka Penggugat memutuskan untuk tidak kembali lagi ke 

Darussalam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis 

berpendapat  Penggugat  dapat  dikategorikan  istri  yang  nusyuz  sebagaimana 

ketentuan  Pasal  84  ayat  4  Kompilasi  Hukum  Islam  sehingga  tidak  berhak 

mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) 

Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan 

Berhadapan dengan Hukum; 

Menimbang, bahwa kewajiban mut’ah secara filosofis antara lain 

sebagai  konpensasi  terputusnya  rasa  cinta  dan  hilangnya  sejumlah  harapan 

dari  isteri  yang  diceraikan,  yang  sudah  barang  tentu  kesemuanya  itu  akan 

menimbulkan  kerugian  baik  yang  bersifat  materiil  maupun  moril,  dalam  hal 

mana  kerugian  semacam  itu  tidak  terelakkan  lagi  bagi  isteri  yang  diceraikan 

apalagi  dalam  hal  ini  Tergugat  terbukti  sebagai  penyebab  runtuhnya  mahligai 

rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun 

dalam  hal  ini  pengabdian  Penggugat  tidak  dapat  dinilai  dengan  konpensasi 

mut’ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga 

berdasarkan  Pasal  41  huruf  (c)  Undang-Undang  Perkawinan  jo.  Peraturan 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 

Menimbang,  bahwa    walaupun  Penggugat  tidak  berhak  mendapatkan 

nafkah iddah namun sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah 

diperoleh  fakta  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan 

suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 1999 

dan  telah  dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak,  selain  itu  pula  Penggugat  telah 

melayani  kewajibannya  sebagai  istri  dengan  demikian  maka  layak  dan  patut 

serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar 

mut’ah kepada Penggugat berupa 1 (satu) mayam emas;   

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan 

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum,  untuk 

memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, 

maka terhadap mut’ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada 

Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; 

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  bidang  perkawinan, 

maka  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;   

MENGADILI: 

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut 

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menyatakan  sah  perkawinan  antara  Penggugat  (Penggugat)  dengan 

Tergugat  (Tergugat)  yang  dilaksanakan  pada  bulan  Januari  1999  di 

Gampong Xxx, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat; 
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4. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar mut'ah  kepada  Penggugat 

berupa  emas  1  (satu)  mayam  yang  dibayarkan  Tergugat  sebelum 

mengambil Akta Cerai; 

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); ; 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, 

bertepatan  dengan  tanggal  03  Rabiul  Awal  1445  Hijriyah,  oleh  kami  Ahmad 

Nazif  Husainy,  S.H  sebagai  Ketua  Majelis,  Khaimi,  S.H.I  dan  Novan  Satria, 

S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan 

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis 

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh 

Hendra  Saputra,  S.H.,  M.H  sebagai  Panitera  serta  dihadiri  oleh  Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota 

 

dto 

Khaimi, S.H.I 

Ketua Majelis 

 

dto 

Ahmad Nazif Husainy, S.H 

 

 

Hakim Anggota 

 

dto 

Novan Satria, S.Sy 

 

 Panitera 

 

dto 

Hendra Saputra, S.H., M.H 
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Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.   30.000,00 

2. Proses  : Rp.   50.000,00 

3. Panggilan   : Rp. 480.000,00 

4. PNBP Panggilan  : Rp.   20.000,00 

5. Redaksi  : Rp.   10.000,00 

6. Meterai  : Rp.   10.000,00 

Jumlah  Rp. 600.000,00   

     (enam ratus ribu rupiah). 
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